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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
xi 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah   Apostrof 
ى ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
(  ). 
 
xii 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
 َا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  
  ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
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 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau y  
    a dan garis di atas 
ي Kasrah dan y  ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
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5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــﹼ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
يبرع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
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Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, 
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dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  
 ههنا ةمحر يفمه   hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
xvii 
 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 
al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥ mid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
a.s.  : „alaihi al-sal m 
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H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
 
 
 
xviii 
 
ABSTRAK 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Relevansi Pengangkatan 
Anak di Pengadilan Agama Majene, selanjutnya pokok masalah ini di-breakdown 
ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimanakah prosedur dan syarat 
pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene? 2) Apakah faktor-faktor 
pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene? dan 3) Bagaimanakah relevansi 
pengangkatan dan pemberdayaan anak angkat dalam perspektif hukum Islam di 
kabupaten Majene yang dilakukan di Pengadilan Agama? 
Penulisan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis dan pendekatan 
syar’i dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 
peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan 
melalui pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan kasus yang 
akan diteliti oleh penulis, yaitu mengenai Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak 
Angkat dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama Majene. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pendaftaran pengangkatan anak 
di Pengadilan Agama Majene terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 
2015 hanya ada lima kasus pengangkatan anak, meski demikian tidak 
mempengaruhi kinerja kualitas bagi hakim Pengadilan Agama Majene dalam 
melakukan penetapan, melihat mengenai pengangkatan anak diatur pula dalam 
BW yang dimana bertolak belakang dengan landasan hukum Islam. Dalam proses 
pengajuan permohonan pengangkatan anak memiliki prosedur yang sama 
sebagaimana perkara lain yang masuk di Pengadilan Agama Majene. Konsep 
pengangakatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak 
dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedangkan yang ada hanya 
diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan 
anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam 
segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). 
Adapun latarbelakang calon orangtua angkat termotivasi melakukan pengangkatan 
anak, yang pada intinya memiliki tujuan yang baik demi kemaslahatan bersama. 
Tentu dalam hal ini, telah menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama 
untuk menetapkan pengangkatan anak, dengan merujuk pada UU Nomor 50 
Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. 
Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembaharuan hukum di 
bidang pengangkatan anak di Indonesia dalam hukum Islam, meski dalam BW 
ada yang mengatur tentang pengangkatan anak, sedangkan implikasi praktisnya 
yaitu memberi informasi dan pemahaman kepada berbagai pihak yang terkait 
dengan pengangkatan anak baik dalam hal permohonan, status anak angkat dan 
kewarisan anak angkat sesuai hukum Islam bagi masyarakat pada umumnya. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap agama tentu sepakat dalam hal memberi perhatian terhadap 
kehidupan keluarga, terlebih bagi agama Islam yang secara detail telah 
mengajarkan  pentingnya menjalin hubungan yang baik dan penuh kasih sayang. 
Banyak hal yang menjadi tolak ukur pencapaian definisi bahagia dalam hubungan 
keluarga, salah satunya adalah ketika dua insan manusia menyatukan hubungan 
dalam ikatan perkawinan, tentu yang diharapkan adalah mengarungi bahterah 
rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma, bersama dengan buah hati 
(anak).  Dimana anaklah yang diharapkan kedua orangtuanya dapat meneruskan 
keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan 
kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan 
keluarga. Mereka adalah kebanggaan, apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi 
orang yang sukses, yang mampu menjaga nama baik orang-tuanya. Tentu hal ini 
tidak dapat disangkal oleh tiap orangtua 
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt. bahkan anak 
dianggap sebagai salah satu harta kekayaan yang paling berharga, sebagaimana 
Allah swt. berfirman dalam QS Āli „Imrān /3: 14 
                   
                   
                        
Terjemahnya: 
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 
2 
 
 
tempat kembali yang baik.
1
 
 
Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena 
dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang 
harus dijunjung tinggi yaitu Hak Asasi Anak. Dilihat dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di 
masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan. 
Namun, tidak semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan, 
meski berbagai cara telah dilakukan, jalan terakhir yang mereka tempuh biasanya 
adalah dengan cara adopsi. Adopsi artinya pengangkatan anak orang lain sebagai 
anak sendiri, dalam bahasa Arab disebut At-Tabanni. Terdapat salah satu 
persoalan kebutuhan manusia, yakni khusus aspek pengangkatan anak  dan 
beberapa cara pengangkatan anak. Karena pengangkatan anak dan anak angkat 
termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi 
bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan 
adat-istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup 
dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah 
pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang. 
Dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti 
menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya di perbolehkan atau 
suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya  (Bandung: Syamil Cipta Media, 
2004), h. 51. 
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kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan 
yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). 
Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam 
praktek pengadilan agama, berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum 
Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa  
“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya 
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 
dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 
pengadilan.”2 
Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan 
dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak3, yang berarti 
“mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan 
mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”4. Namun demikian, pada saat 
Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, pengangkatan anak telah menjadi 
tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah 
tabanni yang berarti “mengambil anak angkat”. 
Persoalan pengangkatan anak memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu 
dimensi sosial kemasyarkatan yang memiliki nilai membantu sesama manusia dan 
dimensi hukum yang berimplikasi pada sosial pengaturan anak angkat, orangtua 
angkat dan orangtua kandungnya. Pilar inilah yang dalam dimensi hukum 
memiliki implikasi beragam 
                                                          
2
Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum 
Islam, Pasal 171 huruf h 
3
Jonathan Crowther (Ed). Oxford Advanced Leaner‟s Dictionary, (Oxford University: 
1996), h. 16. 
4
Simorangkir, JCT. Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 4. 
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Pada masa Jahiliayah, pengangkatan anak merupakan hal yang istimewah, 
karena pada masa itu menghukumi anak angkat sebagai anak kandung. Terlebih 
jika anak angkat itu anak laki-laki, maka akan lebih mendapatkan tempat 
terhormat dibandingkan anak angkat yang berjenis kelamin perempuan. Istilah  
Tabannipun sudah berlaku di zaman Jahiliyah, namun istilah tabanni di zaman 
sekarang ini barangkali yang bisa menjelaskan akan supremasi hukum. 
Menetapkan hukum putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orangtua 
kandungnya untuk kemudian dihubungkan dengan orangtua angkatnya.
5
 
 Pengangkatan anak (adopsi, tabanni), yaitu suatu pengangkatan anak 
orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang di adopsi disebut “anak angkat”, 
peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang 
kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah 
adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, 
khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Termasuk mengukur pada 
masyarakat kabupaten  Majene yang sebagaimana melakukan pengangkatan anak 
angkat melalui dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Majene Kelas II. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, keberadaan anak angkat masih menuai 
kontroversi. Padahal kedudukan sebagai anak terlebih pada status anak angkat 
masih membutuhkan perhatian khusus. Dari segi syarat dan proses 
pengangkatannnya, yang dimana sebagian pihak dalam memberdayakan 
keberadaan anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Oleh karenanya, 
dirumuskan dalam satu pokok rumusan masalah; 
“Bagaimanakah relevansi pengangkatan dan pemberadayaan anak angkat 
dalam hukum Islam di Pengadilan Agama Majene?” 
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Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), h. 362 
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Kemudian masalah ini dikembangkan kedalam tiga sub masalah sebagai 
berikut; 
1. Bagaimanakah prosedur dan syarat pengangkatan anak di 
Pengadilan Agama Majene? 
2. Apakah faktor-faktor penyebab pengangkatan anak di Pengadilan 
Agama Majene? 
3. Bagaimanakah relevansi pengangkatan dan pemberdayaan anak 
angkat dalam perspektif hukum Islam di kabupaten Majene yang 
dilakukan di Pengadilan Agama? 
C. Definisi Operasional 
Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami penyusunan skripsi 
ini, penulis kemudian merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing 
bagi pembaca, diantaranya: 
Relevansi sesuatu re·le·van·si/ /rélevansi/ n hubungan; kaitan.yang 
mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. 
Pengangkatan, angkat 1. Mengangkat (membawa ke atas), menaikkan, 
meninggikan; 2. Mengambil atau menjadikan (anak, saudara, dll).
6
 
Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika 
dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan 
bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung 
jawab atas perawatan,pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 
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Kamus Umum Bahasa Indoesia, (Balai Pustaka), h.44  
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lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau  penetapan 
pengadilan.”7 
Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”8. Sedangkan 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga 
dengan istilah  “Adopsi”  yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang 
lain secara sah menjadi anak sendiri”.9 Istilah “Tabanni” yang berarti seseorang 
mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut 
seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,
10
 
pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”. 
“Tabanni” Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”.11 
Pemberdayaan; menurut kamus bahasa Indonesia, bersal dari kata “daya”, 
yang berarti kekuatan, tenaga,, jalan (cara, ikhtiar) untuk melakukan sesuatu. 
Berdaya_Upaya  berusaha dengan ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan.
12
 
“al-Laqith”, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya 
secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan atau ditempat yang 
sebagaimana mestinya orang menemukan sesuatu, dan orang itu mengakui 
sebagai anaknya, maka nasab anak itu dapat dinasabkan dan dipanggil 
berdasarkan orangtua angkat yang menemukannya. 
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Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 1 angka 9. 
8
Kamus Munjid; Lihat juga Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir (et al). Al-Mu‟jam 
al-wasith, Mishr; Majma‟ al-Lughah al-Arabiyah. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I, h.72. 
9
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.7. 
10
Muhammad Ali Al-Sayis. Tafsir Ayat al-Ahkam. (Mesir: Mathba‟ah Muhammad Ali 
Shabih wa Auladih, 1372 H/1953 M. Jilid IV, h. 7. 
11
Kamus Munjid; Lihat juga Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir (et al). Al-Mu‟jam 
al-wasith, Mishr; Majma‟ al-Lughah al-Arabiyah. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I, h.72. 
12
Kamus Umum Bahasa Indoesia, (Balai Pustaka), h.233. 
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“Maula-maula” ialah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau 
seseorang yang telah dijadikan anak angkat.
13
 
D.  Kajian Pustaka 
Sebagai rujukan penulis dalam penyusunan skripsi  yang berjudul 
“Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Studi 
kasus wilayah Pengadilan Agama Majene kelas II)”, maka penulis merujuk dari 
beberapa referensi berikut ini; 
Pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, yang ditulis Musthofa Sy. 
berjudul Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia menjelaskan bahwa dalam 
sejarah Hukum Islam dikenal dengan istilah “tabanni” yang berasal dari bahasa 
Arab, bermakna mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak 
kandung. Tradisi pengangkatan anak prosesi tabanni ini terjadi pada zaman 
sebelum Islam (Jahiliyah) dan awal Islam. Konsepsi pengangkatan anak tersebut 
mempunyai akibat hukum yang sama dengan konsepsi anak Staatblads 1917-129, 
yaitu putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, 
status anak angkat sama dengan anak kandung, nama anak angkat dipanggil 
dengan nama ayah angkatnya yang menunjukkan bahwa anak angkat tersebut 
adalah anak kandungnya, serta berhak mewarisi, (Mustofa, Sy. 2011). 
Tradisi pengangkatan anak dalam konsepsi yang demikian itu, kemudian 
dikoreksi Syariat Islam yang mengharamkan tradisi tersebut, sebagaimana 
ditegaskan dalam QS al-Ahzab/33: 4, 5, dan 40, sehingga akibat hukum 
pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungna darah, tidak 
mengubah status anak angkat menjadi sama dengan anak kandung, hubungan anak 
angkat yang bukan mahram orangtua angkatnya tetap bukan mahram, anak angkat 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan  (Bandung: Syamil Cipta Media, 
2004), h. 418. 
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tetap dipanggil dengan nama ayah kandung atau orangtua kandungnya dan anak 
angkat dengan orangtua angkat tidak saling mewarisi
14
, (Mustofa, Sy. 2011). 
Buku yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Islam yang di 
tulis oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, menjelaskan bahwasanya 
pengangkatan anak  tidak mempengaruhi kemahraman anak angkat dengan 
orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur 
kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling 
mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi, (Andi Syamsu Alam dan M. 
Fauzan, 2008) 
Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal 
usulnya, termasuk dalam kelompok “Anak Pungut”, al-Laqith, yaitu anak yang 
dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan 
di pinggir jalan atau ditempat yang sebagaimana mestinya orang menemukan 
sesuatu, dan orang itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dapat 
dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orangtua angkat yang menemukannya. 
 Syarat dalam  pengangkatan anak dikemukakan oleh Darwan Prinst dalam 
bukunya “Hukum Anak Indonesia”, bahwa antara dua orangtua angkat dengan 
anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 
tahun. Untuk itu setiap orang dewasa dapat mengangkat anak. Apabila calon 
orang tua dalam perkawinan, maka usia perkawinan orangtua angkat minimal 
telah berlangsung selama (lima) tahun, sehingga ada selisih antara usia 
perkawinan calon orang tua angkat dengan usia calon anak angkat minimal lima 
tahun
15
, (Darwan Prinst, 2003). 
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 Darwan Prints,”Hukum Anak Indonesia”, (T: Citra Aditya 2003) h. 95 
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Tatacara pengangkatan anak, menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak 
atas dasar ingin mendidik dan membantu orangtua kandungnya agar anak tersebut 
dapat mandiri di masa datang. 
Selanjutnya pada Majalah Suara Uldilag, Tahir Azhary  mengemukakan 
tulisannya yang berjudul “Anak Angkat dalam Persfektif Hukum Islam dan 
Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal Pengangkatan Anak Bagi Orang 
Islam” bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dapat disamakan 
dengan anak asuh atau dengan anak yang memperoleh tunjangan sosial ekonomi 
dari orangtua yang mengangkatnya. Mungkin pula anak angkat itu ikut dengan 
orangtua yang mengangkatnya walaupun tidak mendapat tunjangan sosial 
ekonomi tetapi dia membantu dengan tenaganya pada orangtua yang 
mengangkatnya. Dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat tersebut 
menerapkan satu doktrin dalam Islam yang dinamakan ta‟awun. Ini merupakan 
salah satu bentuk amal shalih dalam ajaran Islam.
16
 
Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami, bahwa bentuk pengangkatan 
anak ada dua macam, sebagaimana yang ditulis oleh Zakaria Ahmad Al-Bari, 
Ahkam al-Aulad fi al-Islam, dijelaskan menurut Syekh Mahmud Syaltut 
pembagian pengangkatan anak terbagi atas: 
1. Pengangkatan anak (tabanni) yang dilarang: 
a. sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan 
hukum perdata sekuler; 
b. yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala 
hak-hak sebagai anak kandung; 
c. Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya; 
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d. Menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. 
2. Pengangkatan anak (tabanni) yang dianjurkan: 
a. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah 
swt. dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, 
pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum 
dengan orang tua kandungnya; 
b. Tidak me-nasab-kan dengan orang tua angkatnya; 
c. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala 
hak-haknya. 
Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang 
terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib 
hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau 
dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum 
tersebut dapat berubah menjadi fardlu‟ain apabila seseorang menemukan anak 
terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa 
anak itu.
17
 
Dengan demikian dari literatul kajian pustaka, untuk sementara penulis 
menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama harus 
merujuk pada hukum Islam yaitu tidak memutuskan nasab dari orangtua 
kandungnya sebagaiamana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah terdahulu. 
Dalam melakukan pengangkatan anak, harus ada I‟tikad baik dari calon 
orangtua angkat, dimana hal ini merupakan bentuk dari realisasi pemberdayaan 
anak angkat yang tidak bertolak belakang dari hukum Islam. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda ketika memutuskan 
mengangkat  anak asuh/anak angkat, namun dalam posisi anak angkat masih 
belum diketahui secara keselurahan bagi pihak yang bersangkutan. Maka dari itu 
penelitian Ilmiah dilakukan oleh peneliti yang mempunyai tujuan pasti dan jelas. 
Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti dalam 
mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukan suatu kuwalitas itu 
sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  skripsi yang berjudul  
“Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat”  diuraikan sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui prosedur dan syarat pengangkatan anak di 
Pengadilan Agama Majene kelas II; 
b. Untuk mengetahui factor-faktor pengangkatan anak di Pengadilan 
Agama Majene; 
c. Untuk mengetahui relevansi pengangkatan dan pemberdayaan anak 
angkat dalam hukum Islam di Pengadilan Agama Majene kelas II. 
2. Kegunaan Penelitian 
Selanjutnya manfaat  penelitian, suatu hasil penelitian akan memberikan 
manfaat; 
a. Bagi masyarakat atau kalangan praktisi, member kegunaan untuk 
mengetahui prosedur dan syarat pendaftaran permohonan 
pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene; 
b. Penelitian ini berguna untuk menjadi pertimbangan dalam hal 
mengetahui faktor-faktor pengangkatan anak di Pengadilan Agama 
Majene kelas II; 
12 
 
 
c. Penelitian ini juga berguna sebagai rujukan terhadap Pengadilan 
Agama Majene dalam menetapkan Pengangkatan Anak sesuai hukum 
Islam. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat 
1. Pengertian Pengangkatan Anak 
Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan 
dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak18, yang berarti 
“mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan 
mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”19. Pada saat Islam disampaikan 
oleh Nabi Muhammad saw.  pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan 
mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti 
“mengambil anak angkat”.20 
Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”21, sedangkan 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga 
dengan istilah  “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang 
lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah “Tabanni” yang berarti seseorang 
mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut 
seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, 
pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”. 
Secara terminologis tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah 
pengangkatan anak (tabanni) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang 
                                                          
18
Jonathan Crowther (Ed). Oxford Advanced Leaner‟s Dictionary, (Oxford University: 
1996), h. 16. 
19
Simorangkir, JCT. Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 4. 
20Ibrahim Anis, dan Abd. Halim Muntashir (et al.). Al Mu‟jam Al-Wasith (Mesir:Majma‟ 
al-Lughah al-Arabiyah, 1392H/1972M), Cet.II, Jilid I. h. 72. 
21
Kamus Munjid; Lihat juga Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir (et al). Al-Mu‟jam 
al-wasith, Mishr; Majma‟ al-Lughah al-Arabiyah. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I, h. 72. 
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terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di nasab-kan kepada 
dirinya”.  Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun 
perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya 
padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. 
Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum 
Islam,maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan 
nasab-nya harus dibatalkan. 
Menurut Prof. DR. Al-Shekh Mahmud Shaltut mengemukakan dua macam 
definisi mengenai pengangkatan anak, sebagai berikut: 
 ءانبءلااةلم ولم اعيف وسفن ىلا هريغ نبا ونا ف رئي ى ذلا نفطلا لجرلا مضي ن ا يى ىنبتا
 لاف وبسن وب قحلي نا نود ولك ون ءاثب ةي انعلاو ةبرتا ةهج نمو ويلءق افنءلااو فطئلا ةهجنم
ة ونبلا م اكحا نم ئث ول ةب سيلاو بعرثانباا نوكي   
Artinya:  
Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahuinya 
bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan 
anak tersebut sama dengan anak kandungnya; baik dari segi kasih 
sayangnya maupun  nafkahnya (biaya hidupnya), tanpa ia memandang 
ada perbedaan. (Meskipun demikian) agama tidak menganggap sebagai 
anak kandungnya, karena itu tidak dapat disamakan statusnya dengan 
anak kandung.
22
 
  ىلا وبسني ول دلو دلو سسسيو هريغ دلو ونافرعيلافط وسفن ىلا صخثا بسني يى ىنبتا
حيصلا نبءلاا ةبسن وسفن 
Artinya: 
Adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian 
menjadikan seseorang anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia 
menjadikan sebagai anak yang sah.
23
 
Pengangkatan anak (adopsi, tabanni), yaitu suatu pengangkatan anak 
orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang di adopsi disebut “anak angkat”, 
                                                          
22
Mahmud Shaltut, Al-Fatawa, Pen. Dar al-Qalam, tt., h. 321. 
23
Mahmud Shaltut, Al-Fatawa, h. 322 
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peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang 
kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah 
adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, 
khususnya dalam lapangan hukum keluarga. 
2. Pengertian Pemberdayaan Anak Angkat 
Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang 
menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 
kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat 
sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. 
Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment 
dalam bahasa inggris. 
Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merrian 
Webster dalam Oxford English Dicteonary mengandung dua pengertian :  
a. To give ability or enable to berarti kecakapan/kemampuan atau 
memungkinkan; 
b. To give power of authority to, yang berarti memberi kekuasaan.  
Dalam konteks pengangkatan anak, istilah pemberdayaan pada dasarnya 
bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya 
kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pemberdayaan 
anak angkat. 
 Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 :46) 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagi 
berikut: “Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang 
kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-
keputusannya dan tidakannya.” Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan 
Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut; 
16 
 
 
“Upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk 
mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan 
kontribusi pada tujuan organisasi”. 
 Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment”. Sementara 
Shardlow (1998 : 32) mengatakan pada intinya : “Pemberdayaan membahas 
bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol 
kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan 
sesuai dengan keinginan mereka.”24 
Pemberdayaan; menurut kamus bahasa Indonesia, bersal dari kata “daya”, 
yang berarti kekuatan, tenaga, jalan (cara, ikhtiar) untuk melakukan sesuatu. 
Berdaya_Upaya  berusaha dengan ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan.
25
 
Sedangkan dalam pemberdayaan ini dikaitkan pula pada peranan Baitul 
Mal dan BAZNAS dalam memberdayakan anak angkat dan anak terlantar. Anak-
anak yang bernasib kurang beruntung sudah tentu harus dipelihara, dan dirawat 
oleh masyarakat.
26
 
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 
Mahkamah Agung sendiri adalah sebagai penangggung jawab atas 
pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan 
dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama 
pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata 
tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang bisa dijadikan 
                                                          
24
Ahmad Siddiq. “Pengertian Pemberdayaan”.  http://info-pendampingan. blogspot. com 
/2012/08/ pengertian -dan-tujuan-pemberdayaan.html (10 Februari 2015) 
25
Kamus Umum Bahasa Indoesia, (Balai Pustaka), h. 233. 
26
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,  Hukum Pengangkatan Anak dalam Persfektif 
Islam, h. 87. 
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rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaaan kehakiman 
tentang pengangkatan anak, diantaranya sebagai berikut: 
1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur 
masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW 
yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan 
Tionghoa; 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, 
tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum 
mengajukan permohonan dan pengesahan dan/atau permohonan 
pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan; 
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 
tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) 
Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 
1983; 
4. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang 
petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai 
berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984; 
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, 
tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 
Oktober 2002; 
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 23 Tahun 2005, 
tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah 
terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang 
melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa 
banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya 
keinginan sukarelawan asing yang mengangkatnya sebagai anak 
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angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat 
membahayakan akidah agama anak tersebut; 
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada 
Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang: “....Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan 
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.” 
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan 
telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau 
menetapkan perkara yang sama, secara berulang –ulang, dalam waktu 
yang lama sampai sekang.
27
 
C. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 
Pengangkatan anak tentu tidak serta merta dilakukan pengangkatan tanpa 
adanya aturan dan syarat harus dipenuhi demi kebutuhan antara kedua belah pihak 
yang sewaktu-waktu bisa digunakan dikemudian hari. Bagi orang tua angkat 
syarat utamanya adalah mampu dari sisi ekonomi, yang dapat menghidupi 
kebutuhan anak angkat tersebut, disamping syarat-syarat lainnya, yakni 
persyaratan melakukan perbuatan hukum pada umumnya, karena pengangkatan 
anak merupakan perbuatan hukum, seperti harus berakal sehat, dewasa, tidak 
dipaksa, bermotif positif bagi anak dan orang tua angkat. 
                                                          
27
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,  Hukum Pengangkatan Anak dalam Persfektif 
Islam, h. 205. 
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Sedang bagi orang tua asal (kandung) anak syaratnya adalah bahwa anak 
yang dilepaskan kepada orang lain adalah benar-benar anaknya yang sah dan 
dalam melepaskannya harus dengan suka rela, bukan atas paksaan. 
Syarat bagi anak yang diangkat (SEMA No. 6/1983): 
1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu 
Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial 
bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang 
kegiatan pengangkatan anak. Ini berarti bagi pengangkatan anak yang 
tidak diasuh dalam Yayasan Sosial tidak memerlukan surat izin 
dimaksud; 
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang 
dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri 
Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk 
diserahkan sebagai anak angkat; 
3. Bagi pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI dan anak 
WNI oleh orang tua angkat WNA, usia anak yang diangkat harus 
belum mencapai umur 5 tahun; dan ada penjelasan dari Menteri 
Sosial/pejabat yang ditunjuk bahwa anak WNA/WNI tersebut 
diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua angkat 
WNI/WNA yang bersangkutan; 
4. Pengangkatan anak antar WNI yang langsung dilakukan antara orang 
tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) 
diperbolehkan. Begitu pula pengangkatan anak antar WNI yang 
dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan 
sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan; 
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5. Sedang pengangkatan anak WNA/WNI oleh orang tua angkat 
WNI/WNA harus dilakukan melalui Yayasan Sosial yang memiliki 
izin dari Menteri Sosial, sehingga pengangkatan anak yang langsung 
dilakukan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat  
(private adoption) tidak diperbolehkan. Demikian juga pengangkatan 
anak oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum 
menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan; 
6. Di samping itu bagi orang tua angkat WNA harus telah berdomisili 
dan bekerja tetap di Indonesia sekrang-kuranya 3 tahun dan harus 
disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa 
calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan 
permohonan pengangkatan anak seorang warga negera Indonesia; 
Syarat-syarat tersebut apabila ditinjau dari sudut hukum Islam dapat 
dibenarkan, karena semua itu bertujuan demi mewujudkan kesejahteraan anak 
atau demi menghindarkan aksi penyalahgunaan pengangkatan anak untuk 
kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan 
anak. Hal demikian sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yakni menolak 
mafsadah dan meraih maslahah (daf‟ul mafaasid wa jalbul mashaalih). 
Sedangkan dalam Staatsblad 1917 No. 129 pasal 8 Tentang Anak Angkat 
disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu : 
1. Persetujuan orang yang mengangkat anak; 
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, 
maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila bapak sudah wafat dan 
ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan 
Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali; 
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3. Apabila anak itu lahir dari luar perkawinan, maka diperlukan izin dari 
orangtuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama 
sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari 
walinya serta dari Balai Harta Peninggalan; 
4. Apabila anak yang diangkat itu  sudah berusia 15 tahun, maka 
diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri; 
5. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang janda maka harus ada 
persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, 
atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau 
jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan 
dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis 
laki-laki sampai derajat keempat.
28
 
Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan dalam staatblaads, pada dasarnya 
bagi umat muslim yang melakukan pengangkatan anak yang harus diperhatikan 
adalah tidak merubah atau memutuskan nasab antara anak angkat dengan orangtua 
kandungnya, sehingga karenanya anak tersebut tetap disnasbkan kepada orang tua 
kandungnaya berdasarkan pasal 43 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. 
Pasal  100 KHI serta dalam QS al-Ahzab/33 : 5, 
                     
                      
                        
Terjemahnya:  
“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bap]ak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan 
                                                          
28
Soerdharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 36. 
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tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi 
(yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.29 
Adapun persyaratan yang dilakukan di Pengadilan Agama, sebagaimana 
diketahui bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam 
menyelesaikan perkara bagi yang beragama Islam, di antaranya adalah: 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak (masing-
masing bermaterai 6000, cap pos); 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II 
(masing-masing bermaterai 6000, cap pos); 
3. Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap pos); 
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai 6000, cap 
pos); 
5. Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai 6000, cap 
pos); 
6. SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa 
(Diketahui atasan bagi PNS); 
7. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon. 
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial; 
9. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus 
Pengangkatan Anak; 
10. Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada 
Kepala Pengadilan Agama Majene; 
11. Membayar Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Majene.30 
                                                          
29
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan  (Bandung: Syamil Cipta Media, 
2004), h. 418. 
30
 Pengadilan Agama Majene, http://pa-majene.go.id  (10 Februari 2015). 
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D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 
Praktik  pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata 
Barat, menurut JT. Simorangkir adalah: “Mengangkat seorang anak orang lain 
sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.
31
 
Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak dalam 
hukum BW adalah; 
a. Putusnya hubungan keperdataan /nasab antara anak angkat dengan 
orangtua kandungnya; 
b.  Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat itu beralih 
menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak 
angkat dipanggil dengan orangtua angkatnya. Artinya bin, binti-nya 
memakai nama orangtua angkatnya; 
c. Status hukum anak adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya 
sama dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajiban; 
d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan 
anak kandung. 
Namun, hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang 
mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada penejelasan BW di atas. Hukum 
Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak 
dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.
32
 
Secara hukum Islam, dalam pengangkatan anak maka ada akibat hukum 
yang ditimbulkan, yaitu: 
 
                                                                                                                                                               
 
31
JT. Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 4. 
32
M Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),  
h. 114. 
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1. Status dalam Kewarisan 
Kewenangan mengadili (kekuasan absolut) Pengadilan dalam lingkungan 
Pengadilan Agama telah diatur secara khusus pada bab II pasal 49 sampai dengan 
pasal 53 UU.No.7/1989. Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang 
dilakukan berdasrkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah”. 
 
Pasal 49 ayat (1) tersebut, telah secara jelas menyatakan bahwa akidah 
Islam yang melekat pada jiwanya, maka menjadi patokan untuk menyelesaikan 
persoalan sengketa hukum perdata kekeluargaannya dengan hukum Islam sebagai 
hukum yang hidup (positif) bagi keluarga muslim itu. Kehadiran anak angkat di 
dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah cita-cita keluarga ideal. 
Subtansi lain yang terkandung dalam pasal 49 ayat (1) tersebut, bahwa 
bidang “Hukum Wasiat” yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. 
Subtansi dan unsur-unsur hukum wasiat yang harus dibuktikan meliputi: Pemberi 
wasiat, benda yang menjadi objek wasiat, penerima wasiat dan perjanjian/akad 
wasiat. Sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 194 sampai dengan pasal 209 KHI. 
Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada 
umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum 
pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari 
peristiwa hukum pengangkatan anak adaalah timbulnya hak wasiat wajibah antara 
anak angkat dengan orangtua angkatnya, begitu juga sebaliknya. 
Besaran subtansi lembaga wasiat wajibah termasuk dalamnya adalah 
lembaga wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik 
telah terucap, tertulis atau sama sekali belum terucap atau tertulis oleh orang tua 
angkat terhadap anak angkatnya, atau anak angkat terhadap orangtua angkatnya 
25 
 
 
mengenai hal ihwal harta peninggalannya. Jadi anak angkat dan orangtua angkat 
yang status hubungan hukumnya telah diberikan kepastian melalui putusan oleh 
Pengadilan Agama, maka timbullah hak wasiat wajibah tersebut. 
Secara sosiolgi, dalam kehidupan masyarakat muslim dijumpai praktek 
keluarga yang mengangkat anak/mengasuh anak tanpa dilengkapi dokumen yang 
memberikan kepastian hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua 
angkatnya itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah memahami bahwa 
pengangkatan anak/mengasuh anak yang seperti itu dianggap benar karena selama 
ini tidak pernah menimbulkan persoalan, tanpa pernah disadari bahwa masyarakat 
terus mengalami perubahan dan perkembangan. Aktualisasi pelaksanaan wasiat, 
berkaitan erat dengan masalah kematian dan fakta kematian sebagai sebab 
timbulnya mewarisi bagi sekalian ahli waris, dan para ahli waris mempunyai 
kewajiban untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat (termasuk wasiat wajibah) 
yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan serta hubungan hukum antara 
orangtua angkat dengan anak angkat sebelum membagi harta peninggalan itu. 
Berdasarkan mendapatkan warisan, ahli waris pengganti dalam hukum 
perdata  dapat dipersamakan dengan ahli waris yang tertutup dalam Islam. Pada 
mulanya tertutup (mahjub) oleh ahli waris dekat, lalu mendapat bagian setelah 
ahli waris dekat tidak ada, seperti cucu menggantikan anak. Tetapi kalau dilihat 
kedudukannya, maka ia berbeda dengan ahli waris pengganti dalam perdata. 
Dalam hukum perdata, mereka menggantikan kedudukan dan mendapat warisan 
dari yang seharusnya diterima oleh orang yang ia gantikan. Dalam Islam, mereka 
bukan mengambil dari ahli waris yang dekat, tetapi kedudukannya memang itu 
termasuk ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, cuma bersyarat kalau yang 
digantikan itu tidak ada, seperti cucu menggantikan anak. Perbedaan kelamin 
tetap diperhitungkan dalam kewarisan Islam. 
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Penerapan lembaga hukum wasiat di Indonesia dikenal dengan istilah 
Wasiat Wajibah; yakni suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau 
kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena 
adanya suatu halangan  syara‟. 33 
Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan 
diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya.
34
 
Wasiat berarti “pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk 
melakukan suatu perbuatan, baik ketika melakukan wasiat waktu masih hidup 
maupun setelah wafat”.35 
Seacara terminologis wasiat adalah, “Penyerahan harta secara sukareladari 
seseorang kepada pihak lain ynag berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta 
itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.36 A. Hanafi mendefinisikan 
wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta, bedanya untuk 
oranga yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal 
dunia.
37
 
Definisi ini mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, 
pembebasan  seorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang 
ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup wasiat berupa 
pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang 
ditinggalkan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan 
harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa karena pemilikan dalam kedua 
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bentuk akad yang disebutkan terakhir bisa berlaku ketika yang bersangkutan 
masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang 
berwasiat masih hidup, tetapi baru bisa direalisasaikan setelah orang yang 
berwasaiat wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai akibat 
hukum apa pun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat. 
Dalam hal ini Allah swt berfirman pada QS al-Baqarah/2:180  
                      
                  
Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma‟ruf, (ini adalah) kewajiban atas 
orang-orang yang bertakwa.
38
 
 
Dari ayat ini, berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapat pembagian 
harta warisan, sebagaimana orang yang mendapat warisan tercantum dalam QS 
Al-Nisa‟/4:11-12 
                            
                               
                            
                            
                          
                          
                          
                       
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                         
                  
                          
                          
                             
                
Terjemahnya: 
 Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya 
lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh 
setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian 
masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka 
ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah 
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. 
Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta 
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 
Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang 
mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 
Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik 
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau 
seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 
dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, 
setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya 
dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan 
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 
39
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Berdasarkan indikator dari ayat di atas, maka mayoritas ulama menetapkan 
bahwa hukum wasiat kepada kaum kerabat/anak angkat adalah Sunnah. Menurut 
Ibn Hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum wasiat, maka ahli waris wajib 
mengeluarkan shadaqah sebagian warisannya, sejumlah mereka yang anggap 
layak. Selanjutnya Ibn Hazm menyatakan bahwa seorang wajib berwasiat untuk 
anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan 
maupun terhijab.
40
 
Akan tetapi al-Jalidi menjelaskan bahwa pada wawalnya hukum wasiat 
adalah wajib, khususnya sebelum diturunkan ayat-ayat mawaris. Kemudian 
setelah diturunkan ayat mawaris, maka telah terjadi beda pendapat dikalangan 
ulama tentang hukum wasiat tersebut, yaitu; 
a. Menurut jumhur ulama hukum wasiat tidaklah wajib, tetapi cuma 
diharuskan/dianjurkan, dengan alasan: 
1) Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa kebanyakan 
sahabat Nabi melaksanakan wasiat pada masa hidupnya; 
2) Wasaiat adalah pemberian, dan pemberian pada masa hidup 
tidaklah wajib, maka logikanya setelah meninggalpun tidak 
wajib; 
3) Ayat wasiat pada surah al-Baqarah telah di-naskh-kan.41 
b. Sebagian besar ulama tabi‟in mengatakan hukumnya adalah wajib bagi 
orang yang mempunyai harta. 
Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan 
orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para 
individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut. 
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a. Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-
hak Allah swt., seperti zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga 
halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang 
yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta 
pinjaman, titipan, dan utang; 
b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat 
bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkannnya; 
c. Mubah (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan 
persahabatan atau balas jasa; haram dan tidak sah, apabila ditujukan 
pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau 
minuman keras; dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu 
sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak; 
d. Haram, apabila ditujukan kepada sesuatu yang diharamkan dan 
perbuatan maksiat; 
e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci oleh agama, 
misalnya membangun mesjid di atas kuburan.
42
 
Yurisprudensi tetap di Lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali 
diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak 
wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang 
terjadi di Pengadialan Agama, masalah wasiat wajibah masuk dalam sengketa 
waris. Misalnya orangtua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak 
angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasanamakan seluruh 
harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orangtua kandung, dan 
saudara kandung atas harta al-marhum atau almarhumah yang hanya 
meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam 
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kasus ini umumnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan 
paling banyak 1/3 saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.
43
  
Wasiat wajibah dibatasi 1/3 (sepertiga) harta dengan syarat bagian tertentu 
sama dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul furud secara kewarisan 
seandainya ia masih hidup. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, istilah 
wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: 
 
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 samapai 
dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat 
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; 
(2) Terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 
dari harta warisan orang tua angkatnya.
44
 
Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat (1) dan Ayat (2) di atas dapat 
dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah adalah wasiat 
yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua angkatnya yang tidak 
diberi wasiat sebelumnya, oleh orangtua angkat atau anak angkatnya, dengan 
jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.
45
 
Keabsahan anak angkat/orangtua angkat tidak secara serta merta 
menimbulkan hak atas bagian harta warisan. Sebab adakalanya hak tersebut 
menjadi gugur disebabkan oleh salah satu dari tiga hal berikut: 
Pertama,  anak angkat/orangtua angkat sebelumnya telah menerima wasiat 
dari pewaris. Kenyataan ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) 
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KHI yang mensyaratkan timbulnya hak atas bagian harta warisan adalah apabila, 
“anak angkat/orang tua angkat tidak meneima wasiat”. 
Kedua, peristiwa hukum (meninggalnya pewaris) terjadi sebelum 
berlakunya KHI, sedangkan gugatan/tuntutan diajukan ke pengadilan agama 
setelah berlakunya KHI yang memberikan peluang kepada anak angkat/orangtua 
angkat untuk mendapatkan bagian harta warisan. 
Dalam hal ini, gugurnya hak atas bagian harta warisan karena (1) Undang-
Undang (KHI) tidak berlaku surut, dimana pada saat pewaris meninggal belum 
ada ketentuan bahwa anak angkat/orangtua angkat mendapat bagian harta warisan, 
(2) untuk menjamin adanya kepastian hukum, sebab ada kemungkinan pada saat 
pewaris meninggal diantara para ahli waris telah menyelesaikan pembagian harta 
warisannya melalui putusan pengadilan. Apabila kemudian hari gugatan/tuntunan 
anak angkat dikabulkan oleh pengadilan agama berarti akan mementahkan 
kembali putusan pengadilan yang telah lalu, yang pada akhirnya tidak ada 
kepastian hukum. 
Ketiga, secara hukum terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan. 
Kedudukan anak angkat/orangtua angkat dapat dianalogikan kepada ahli waris, 
bukan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena itu hak anak angkat/orang tua 
angkat akan gugur sebagaimana gugurnya ahli waris untuk mendapatkan bagian 
harta warisan apabila dengan putusna hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap dihukum karena: 
 Dipersalahkan setelah membunuh atau mencoba membunuh 
atau menganiaya berat pewaris; 
 Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
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dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih 
berat (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).
46
 
2. Status dalam Perwalian 
Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, 
waliya, wilᾱyah atau wᾱlayah. Kata wilᾱyah atau walᾱyah mempunyai47 makna 
etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna pertolongan, cinta 
(mahabbah), kekuasaan dan kemampuan (al-sulthah) yang artinya kepemimpinan 
seseorang terhadap sesuatu.
48
 Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka 
dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan 
otoritas penuh atas dasar dan tanggung jawab cinta kasih, untuk memberikan 
pertolongan dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan 
harta maupun dengan dirinya. 
Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontenporer, kata al-wilayah 
digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelolah harta dan mengayomi 
seseorang yang belum cakap bertindak hukum, dari kata inilah muncul istilah wali 
bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah 
juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang anak wanita di mana hak itu 
dipegang oleh wali nikah. 
Sedangkan menurut istilah ulama fikih, al-walᾱyah adalah kekuasaan 
syara‟ yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada 
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izinnya.
49
 Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa al-walᾱyah adalah kekuasaan 
untuk melakukan tasharuf  tanpa tergantung pada izin orang lain.
50
 Pengertian 
diatas membatasi pengertian al-walᾱyah secara paksa, yang merupakan suatu 
ketetapan seorang wali terhadap orang lain yang berada di bawah kekuasaannya 
untuk melaksanakan perintahnya, baik diterima atau ditolak. 
Ulama fikih lainnya mendefinisikan wilᾱyah  dengan: “Wewenang 
seseorang untuk bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya atau 
kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara‟. Orang yang masih dalam status 
ahliyyah al-wujuub (hanya cakap untuk menerima hak), belum dan tidak cakap 
bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan 
cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang membantu dalam 
mengelolah  harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap dalam 
bertindak hukum dalam fikih islam disebut wali. Apabila anak kecil atau orang 
gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak 
menimbulkan akibat hukum apapun. Anak kecil, orang gila, dan orang yang 
berada di bawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu 
mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka 
sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat 
untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep al-walᾱyah,  
sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujuub.
51
 
Dari sudut ini wilᾱyah sama dengan pengganti atau wakil dalm bertindak hukum. 
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Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa 
berorientasi kepada pemeliharannya dan kemashlahatan orang yang ada di bawah 
pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan 
yang cukup rumit, maka hukum syara‟ menganjurkan agar yang menjadi wali 
adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya; 
karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggungjawabnya secara 
penuh. Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi 
wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa  
(pribadi orang dibawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi‟iyah penetapan 
perwalian (khususnya wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat yang 
bersangkutan, kemudian baru berpindah pada wala‟ashabah (seperti anak-anak 
saudara, anak paman) dan qhadi (hakim). Dari kerabat yaitu, bapak, kakek, terus 
keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. 
1. Ayah; 
2. Kakek; 
3. Saudara laki-laki kandung; 
4. Saudara laki-laki seayah; 
5. Paman (sauadara ayah kandung); 
6. Paman kandung/seayah.52 
Lebih jauh mazhab Syafi‟iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang 
yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak 
menerima kewarisan. 
Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya 
mengikuti konsep ashabah,  orang-orang yang berhak menjadi wali adalah mereka 
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yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara, 
paman, keponakan, dan seterusnya. 
Konsep perwalian di kalangan fikih empat mazhab kecuali Abu Hanifah 
tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya 
diperuntukkan bagi laki-laki. Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam 
perwalian, para ahli fikih biasanya mengambil dasar surah an-Nisa‟ ayat 34 
sebagaimana yang ditegasakan oleh Syekh Syihab al-Din al Qalyubi.
53
 
Ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada di bawah 
perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. 
Mereka itu adalah: 
1. Anak kecil, maka walinya adalah ayah dan wasi‟-nya (orang yang beri 
wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anak-nya), kakek dan wasi‟-
nya, hakim dan wasi‟-nya; 
2. Orang gila atau dungu, walinya adalah ayah atau kakek atau wasi‟ 
mereka, apabila orang gila atau dungu itu belum baligh. Apabila 
seseorang pada mulanya tidak gila atau dungu kemudian ia menjadi 
gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya 
hilang, maka yang berhak menjadi walinya adalah, menurut ulama 
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i yaitu walinya sebelum ia baligh, 
yaitu ayah, kakek, atau wasi‟  mereka. Akan tetapi ulama Mazhab 
Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah 
baligh, berakal, dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu, 
adalah hakim; tidak kembali kepada ayah, kakek, wasi‟-nya, karena 
hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal, dan 
cerdasnya anak itu; 
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3. Orang bodoh, walinya menurut kesepakatan ahli fikih adalah hakim, 
karena penentuan seseorang berada di bawah pengampuan berada di 
tangannya. 
Sedangkan Ibn Rusyd mengemukakan yang termasuk dalam kategori 
orang yang harus diwakilkan  dalam setiap tindakan hukumnya karena dianggap 
tidak cakap hukum adalah ; 
1.1 Anak kecil; 
1.2 Orang bodoh; 
1.3 Budak; 
1.4 Muflis (orang yang pailit karena boros); 
1.5 Orang sakit; 
1.6 Istri. 
Sedangkan menurut Mazhab Hambali, orang yang ahrus berada di bawah 
54
pengampuan/ perwalian adalah, muflis, orang sakit, anak-anak, orang gila, dan 
orang bodoh.
55
 
Dengan jelas uraian diatas tidak menyebutkan adanya perwalain bagi anak 
angkat, akan tetapai pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 yang 
mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). 
Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua 
kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak 
yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat 
dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption).  Dijelaskan 
pula bahwa konsekuensi hukum dari adopsi anak khususnya hal perwalian. Dalam 
hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat 
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menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan 
kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak 
angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa 
menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.  
Karena adopsi anak tidak ada pengaruhnya pada hubungan kekerabatan 
(nasab), perwalian, dan warisan secara syariah, maka sangat dianjurkan agar orang 
tua angkat memilih calon anak angkat yang memiliki hubungan mahram dengan 
orang tua angkat yang berlawanan jenis. Misalnya, anak angkat perempuan 
hendaknya memiliki hubungan mahram dengan bapak angkatnya; atau anak 
angkat laki-laki memiliki hubungan mahram dengan ibu angkatnya. Hubungan 
mahram berdasar kekerabatan (nasab) menurut QS Al-Nisa/4:23, 
 
                     
                          
                        
                         
                       
                             
 
 
 
Terjemahnya: 
 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
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terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.”56 
Sedangkan hubungan mahram berdasar pernikahan (musaharah) antara 
lain adalah anak dari istri atau suami alias anak tiri apabila sudah terjadi hubungan 
intim antara suami istri tersebut sebagaimana pada firman Allah dalam QS Al 
Furqan/25:54 
                          
Terjemahnya: 
Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia 
itu (mempunyai) keturunan dan musᾱharah dan Tuhanmu adalah 
Mahahkuasa.
57
 
Apabila anak angkat tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan 
orang tua angkat yang lawan jenis, maka menurut Syekh Yusuf Qaradawi 
sebaiknya “direkayasa” supaya terjadi hubungan mahram yakni dengan radha‟ah 
atau sepersusuan yang efeknya sama dengan mahram karena nasab sebagaimana 
tersebut dalam QS An Nisa‟ 4/23.  Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menghindari dosa antara anak angkat dengan orang tua angkat lawan jenis karena 
tanpa ada hubungan mahram ia dipandang sebagai orang lain (ajnabi) dalam 
kacamata syariah. 
Dalam salah satu fatwanya seputar anak adopsi Qardawi menyatakan: 
 ،ًامرحم سيل ،يبنجأ وهف ةعاضر نم ةونب كانى نكت مل اذإف ،لفطلا اذى ةلماعم مكح نع امأ
لاو لوخدلاو ناذئتسلاا ماكحأ ويلع قبطت نأ دبلاف وتجوز نم ىري نأ زوجي لا رظنلاو جورخ
                                                          
56
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan  (Bandung: Syamil Cipta Media, 
2004), h. 82.  
57
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan  (Bandung: Syamil Cipta Media, 
2004), h. 364. 
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  هذى .عاضر نم ةيمرحم كانى ناك اذإ لاإ اهب يلتخي نأ زوجي لاو ،اهنم يبنجلأا هاري ام لاإ
ةفورعم نوكت نأ بجي رومأ اهلك 
 نع ةيمرحم مهل اوئشني نأ عاضرلا نس يف مهباسنأ فرعت لا ًادلاوأ نولفكي نيذلا حصنأ انأو
 ةأرملاف ،ةعاضرلا قيرط ول نوكت ثيحب ،اهتخأ ةنبا وأ اهيخأ ةنبا وأ اهتخأ وأ ،دلولا عضرت
اهب يلتخي نأو ،تيبلا يف ةداتعملا اهبايث يف اىاري نأ ول زوجيف ،عاضرلا نم ًامرحم 
 ،ويخأ ةنبا وأ ،وتخأ ةنبا وأ ،لجرلا تخأ وعضرت نأ نكميف ،ًاتنب ءلاؤى نم لوفكملا ناك اذإو
ونيب ةيعاضر ةيمرحم أشنت ىتح  ةرسلأا نيب لماعتلا لهسيو ةرشعلا رسيتت ىتح ،ةلفطلا نيبو
لوفكملاو. 
“Dalam segi perlakuan pada anak adopsi, maka apabila tidak ada hubungan 
nasab atau sepersusuan, maka ia dianggap orang lain dan bukan mahram. 
Konsekuensinya, ia harus selalu meminta ijin saat masuk dan keluar rumah, 
dan tidak boleh memandang kepada orang tua angkat yang lawan jenis 
kecuali yang dibolehkan dilihat oleh orang lain. Dan tidak boleh melakukan 
khalwat (berduaan) kecuali kalau ada saudara semahram sepersusuan. Ini 
adalah hal yang perlu diketahui. 
Saya sarankan pada mereka yang mengadopsi anak yang tidak diketahui 
nasabnya dan masih dalam usia menyusi agar membuat hubungan 
kekerabatan dengannya dengan cara radha‟ah (menyusui) . Maka (kalau 
anak angkat laki-laki) disusui oleh ibu angkatnya, atau saudara 
perempuannya, atau oleh anak saudara perempuannya sehingga terjadi 
hubungan mahram karena menyusui. Apabila demikian, maka anak tersebut 
boleh memandang pada ibu angkatnya yang sedang berpakaian biasa di 
rumah dan boleh berduaan dengannya. 
Apabila anak angkat itu perempuan, maka dapat disusui oleh saudara 
perempuan dari ayah angkatnya, atau keponakan perempuannya (anak 
saudara) sehingga terjadi mahram radha‟ antara ayah angkat dan putri 
angkatnya. Hal ini akan memudahkan berkumpul dan bergaul antara suami 
istri dan anak angkatnya”.58 
                                                          
58
A. Fatih Syuhud .“Anak Adopsi dalam Islam”. Malang http://www. fatihsyuhud.net/ 
2013/04/hukum-anak-adopsi-dalam-islam/ (10 Februari 2015). 
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Tidak hanya pada akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan 
anak, namun ada pula akibat yang ditimbulkan, yang harus dihindari, diantaranya 
adalah sebagi berikut; 
1. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. 
Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan 
orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan 
menganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam; 
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang 
haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga 
tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, 
dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh 
dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang 
lain yang seharusnya haram dilihatnya; 
3. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa 
menimbulkan permusuhan antara suatu keturunan dalam keluarga itu. 
Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli 
waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli 
waris yang berhak menerimanya; 
4. Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) 
adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah 
satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib 
menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. 
Rasulullah saw. bersabda bahwa “anak itu dihubungkan pada laki-laki 
yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya), (HR. Jamaah, 
kecuali at-Tirmidzi). Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan 
kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya; 
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5. Jika Islam memperbolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan 
membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama 
dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. 
Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling 
mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa 
juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara 
tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh al-
Qur‟an.59 Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan 
dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, 
bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam. 
Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami, bahwa bentuk  pengangkatan 
anak ada dua macam menurut Syekh Mahmud Syaltut: 
1. Pengangkatan anak (tabanni) yang dilarang; 
a. Sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan 
hukum perdata sekuler; 
b. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala 
hak-hak sebagai anak kandung; 
c.  Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya; 
d.  Menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya 
2. Pengangkatan anak (tabanni) yang dianjurkan: 
a. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah 
SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, 
pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum 
dengan orang tua kandungnya; 
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 QS. Al-Baqarah (2), ayat:256. 
43 
 
 
b. Tidak me-nasab-kan dengan orang tua angkatnya; 
c. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala 
hak-haknya. 
Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang 
terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib 
hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau 
dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum 
tersebut dapat berubah menjadi fardlu‟ain apabila seseorang menemukan anak 
terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa 
anak itu.
60
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, 
memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan 
kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan masab orang tua kandungnya 
adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam 
kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi 
orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar 
tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus 
memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. 
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 Zakariah Ahmad Al-Bari. Ahkam al-Aulad  fi al-Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 
h. 35. 
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E. Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam 
Di Indonesia terdapat lembaga pengangkatan anak memungkinkan seorang 
anak yang akan dijadikan anak angkat berasal dari anak yang dengan sengaja 
dibuang oleh orangtuanya, anak terlantar dan juga berasal dari keluarga tidak 
mampu. 
Anak-anak yang bernasib kurang beruntung sudah tentu harus dipelihara 
dan dirawat oleh  masyarakat. Pengasuhannya dapat dilakukan melalui lembaga 
pengangkatan anak. Jika orangtua angkatnya berasal dari kalangan yang mampu, 
maka tidak ada permasalahan kaitannnya dengan pembiayaan. Tetapi, jika yang 
mengasuh itu dari kalangan orang tidak mampu atau lembaga sosial yang 
anggaran keuangannya minim, maka akan menjadi persoalan serius bagi 
perkembangan anak angkat tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 
mengamantkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara”. Oleh karena itu negara wajib menyediakan dana untuk memelihara, 
medidik dan memenuhi hak-hak anak angkat dengan cara memberi bantuan 
kepada lembaga-lembaga sosial dan perorangan yang gtelah ternyata menampung, 
memelihara dan mendidik anak angkat atau menyediakan tempat penampungan 
bagi anak-anak terlantar tersebut. 
Sejak awal perkembangan Islam, pemerintah memobilisasi segala potensi 
untuk mengumpulkan dana sosial yang ditampung dalam suatu wadah yang 
disebut “Baitul Mal” yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu 
pembiayaan anak terlantar yang dalam asuhan lembaga atau peroranagan. Di 
Indonesia bentuknya bisa semacam “Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah 
(BAZIS), sekarang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang 
dikelolah oleh pemerintah.
61
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 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,  Hukum Pengangkatan Anak dalam Persfektif 
Islam, h. 88. 
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Mengurus masa depan anak adalah sama dengan dan menyelamatkan masa 
depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur 
tentang kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai 
Pasal 20 sampai dengan Pasal 26.
62
 
Dalam pengangkatan anak tidak sepenuhnya ditangani langsung dari pihak 
BAZIS atau BAZNAS dengan berbagai alasan, sebab ada sebagian pihak yang 
melakukannya dengan cara kekeluargaan. Namun melihat realita demikian, bukan 
berarti pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa tanggungjawab, didalam 
pengangakatan anak itu ada hak dan kewajiban anak angkat yang harus dipenuhi, 
sebab ada i‟tikad dan tujuan baik yang harus diemban yaitu demi mencapai 
kemashlahatan bersama. 
1. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 tahun 2002. 
 
Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19.  
Hak anak dalam UU tersebut meliputi
63
 :  
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); 
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan (Pasal 5); 
c.  Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 
orang tua (Pasal 6); 
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 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,  Hukum Pengangkatan Anak dalam Persfektif 
Islam, h. 222. 
63
 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan RI dan Departemen Sosial, h. 16-20. 
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d.  (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang  tuanya sendiri; 
(2)  Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut 
berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Pasal 7); 
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); 
f. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 
dan bakatnya; 
       (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak 
yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 
sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 
pendidikan khusus (Pasal 9);  
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan (Pasal 10); 
h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 
(Pasal 11); 
i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12); 
j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 
dari perlakuan :  
1. Diskriminasi; 
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
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3. Penelantaran;  
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
5. Ketidakadilan; dan 
6. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13). 
k. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukuman (Pasal 13); 
l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir (Pasal 14); 
m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 
a.       Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b.      Pelibatan dalam sengketa bersenjata;  
c.       Pelibatan dalam kerusuhan sosial;  
d.      Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  
e.       Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); 
n.  Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; 
1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan  hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 
n.    Setiap anak berkewajiban untuk : 
a.    Menghormati orang tua, wali, dan guru; 
b.    Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
c.    Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d.   Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e.    Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19) 
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2.  Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Islam 
             
Untuk membandingkan hak dan kewajiban yang ada dalam UU Perlindungan 
Anak maka di bawah ini penulis kemukakan hak dan kewajiban terhadap anak 
dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut :  
 
1)  Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.  
Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan 
tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang 
tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur‟an surat al-Isra ayat 31 :  
 ا ًْيِْبَل اًءْطَخ َنَكَ ُْمَهلَْتق ان
ِ
ا ُكم ايَّ
ِ
اَو ُْمهُقُزَْرن ُن َْنَ ٍقَلَْم
ِ
ا َةَي ْ شَخ ُكمَدَلَْوَأ اُولُتَْقت َلََو 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.  
 
2) Hak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. 
Nabi saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan 
kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak.  Banyak 
riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut 
Rasulullah saw kepada anak-anak.  Misalnya hadis yang meriwayatkan tentang 
teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika 
kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadis lainnya antara lain menerangkan 
bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan 
memukul dan bahaya pemukulan.  Dari Aisyah ra berkata : “Rasulullah tidak 
pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri 
maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” Muslim, Kitab Fadhail, 
No. 4296. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya
Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri dalam Islam. Untuk 
nama anak, Allah swt telah mengisyaratkan dalam al-Qur‟an bahwa anak harus 
diberi nama. 
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 : يمرم ةروس( اًّي َِسْ ُلَْبق نِم ُ الَّ لَع َْنَ َْمم َيَ َْيَ ُه ُْسْا ٍمَلَُغِب َك ُ َِّشُّبن انَّ
ِ
ا ايَِّرَلَز َيَّ۷)  
Terjemahnya: 
“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu 
akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya 
Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. 
Maryam: 7). 
 
3) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 
4) Hak memelihara, membesarkan dan mengasuh. 
5) Hak berpikir, dan berekspresi 
6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 
7) Hak mendapatkan hukuman yang sesuai dan manusiawi. 
8) Kewajiban untuk tidak menelantarkan anak. 
9)  Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kegiatan politik, pelibatan 
sengketa, peperangan, kerusuhan dan kekerasan 
10)  Hak mendapat perlindungan dan bantuan hukum 
11) Hak untuk tidak dieksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  
 
Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak 
diperlakukan diskriminatif.  Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh 
orang tuanya maupun masyarakat atau negara.   
2.  Kewajiban  
a. Kewajiban menghormati orang tua, wali, dan guru; 
 
Allah swt mewajibkan manusia untuk menghormati orang tua (ibu dan 
bapaknya), sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur‟an : 
 ركشا ن أ ينماع في لَّاصفو نهو لىع انهو هم أ هتلحم هيلداوب ناسنإلَا انيصوو
 : نماقم ةروس ( يْصلما لي إا كيلداومو لي۱۳ ) 
Terjemahnya: 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
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kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu”. (QS; Lukman : 31) 
 
b.  Kewajiban mencintai tanah air, bangsa, dan negara 
Islam mengajarkan untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara. 
Memberitahu anak-anak tentang keadaan bangsa dan negaranya, bahkan 
menceritakan peperangan yang mungkin pernah dialami oleh tanah air, bangsa 
dan negaranya.  
c.Kewajiban beretika dan berakhlak mulia. 
 
Ajaran Islam sangat mengutamakan etika dan akhlak dalam berinteraksi 
dengan sesama manusia bahkan sesama makhluk Allah di muka bumi ini.  
d.  Kewajiban mencintai keluarga, masyarakat dan teman. 
 
Mencintai keluarga, masyarakat dan teman termasuk ajaran Islam yang 
sangat diutamakan.  Kecintaan terhadapnya akan menimbulkan kasih sayang dan 
kebaikan, jauh dari pertengkaran dan permusuhan, yang pada akhirnya akan 
terbentuk masyarakat yang aman dan damai yang diridhai Allah swt. 
d. Kewajiban untuk tidak menelantarkan anak.64 
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Kinkin Mulyati. “Komisi Perlindungan Anak”. Jakarta http://kinkin-
mulyati.blogspot.com /2013/12/ perlindungan-anak-menurut-undang-undang_ 6502.html#_ (10 
Februari 2015) 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian Jenis dan Lokasi Penelitian 
Sebelum melakukan penelitian, hal yang terpenting dilakukan bagi penulis 
adalah menentukan jenis penelitian dan lokasi penelitian, yang diuraikan sebagai 
berikut; 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah field research yaitu penelitian 
kualitatif dengan memunculkan data lapangan yang peneliti dapatkan melalui 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dengan objek 
penelitian
65
, serta menitik beratkan pada pada hasil pengumpulan data dari 
informan yang telah ditentukan.  
2. Lokasi penelitian  
Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majene Kelas II 
provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena didasarkan pada 
pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kaitan dan tujuan yang tepat bagi 
peneliti dalam menyelesaikan skripsi sesuai dengan judul yang dimiliki, 
disamping itu data-data yang masuk di Pengadilan Agama Majene dan pandangan 
para pihak yang besangkutan mengenai Pengangkatan Anak Angkat di Pengadilan 
Agama Majene kelas II sangat mendudukung bagi penulis untuk melakukan 
penelitian. 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 
edisi revisi (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 
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B.    Pendekatan penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah: 
1. Pendekatan Yuridis  
Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang 
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar‟i) 
Pendekatan teologi normatif syar‟i adalah pendekatan terhadap hukum 
Islam yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, yaitu 
mengenai Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam di 
Pengadilan Agama Majene. 
3.   Sumber Data 
Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 
dapat diperoleh. Sumber data ini diambil dari putusan pengadailan Agama 
Majene, buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah 
dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sunber data ini terbagi dalam dua 
kategori; 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung memberikan data-data pada 
peneliti. Adapun data yang dijadikan sebagai sumber data primer 
dalam penelitian ini meliputi yaitu ayat-ayat al-Qur‟an, hadist dan 
fatwa-fatwa atau pendapat para ahli hukum mengenai Pengangkatan 
dan Pemberdayaan Anak Angkat; 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian 
yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan diatas, 
baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa 
maupun elektronik yang berada di situs-situs internet dan data lain 
yang terjadi di lapangan, yang relevan guna membantu menyelesaikan 
persoalan dalam kajian penelitian ini. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan kartu 
data.
66
 Metode pengumpuan data yang digunakan penulis, antara lain: 
1. Observasi 
Observasi adalah dimana penulis melakukan pengamatan dan pencatatan 
secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Majene. 
2. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 
hakim Pengadilan Agama Majene dan dengan orang-orang yang terkait secara 
langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan objek penelitian yang tidak dapat diperoleh hanya dengan 
melalui pengamatan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah dalam hal ini penyusun memperoleh data tentang 
suatu masalah dengan mempelajari data primer, dari dokumen-dokumen yang 
berupa penetapan pengangkatan anak angkat yang telah dikeluarkan oleh 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 
h. 17. 
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Pengadilan Agama Majene. Tehnik pengumpulan data ini merupakan cara yang 
dianggap penyusun lebih efisien untuk mendapatkan data yang valid. 
5. Istrumen Penelitian 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
telaah pustaka dan dokumentasi, maka adapun alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data-data tersebut yaitu berupa alat tulis, catatan-catatan  kecil dan 
alat-alak elektronik seperti laptop, notebook (computer jinjing) dan telepon 
genggam.  
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Penelitian ini mediskrifsikan tentang studi kasus yang menggambarkan 
secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami 
kasus yakni mengenai Pengangkatan Anak. Terhadap kasus tersebut  peneliti 
mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan 
analisis merupakan usaha menganalisis menguraikan dan menjabarkan gejala 
yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, 
menetapkan hubungan antar fakta yang ditemukan di lapangan, berdasarkan hasil 
penetapan Pengadilan Agama Majene Kelas II. 
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BAB IV 
Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat 
 di Pengadilan Agama Majene 
A. Hasil Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Majene 
Kelas II Jl. Jend Sudirman No.91 kode pos 91412, nomor telepon (0411) 21036, 
yang dimana Kabupaten Majene terletak tepat di sebelah selatan Kabupaten 
Mamuju, dengan batas sebelah barat Selat Makasar, sebelah selatan Teluk Mandar 
dan sebelah timur Kabupaten Polmas. Kabupaten Majene yang beribukota di 
Majene, luasnya 947,84 km
2 dan secara geografis terletak pada 118°46‟15,9” – 
119°6”9,06”‟ BT dan 2°51”30,71‟ – 3°34‟15,69” LS.  
B. Prosedur Pendaftaran Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan 
Agama Majene 
1. Ada beberapa berkas yang perlu disiapkan oleh para calon orangtua angkat 
sebelum mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama, diantaranya 
adalah sebagai berikut; 
1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak 
(masing-masing bermaterai 6000, cap pos); 
2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan 
Pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos); 
3) Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap 
pos); 
4) Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai 
6000, cap pos); 
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5) Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai 
6000, cap pos) 
6) SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala 
Desa (Diketahui atasan bagi PNS); 
7) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada 
Pemohon. 
8) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial; 
9) Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus 
Pengangkatan Anak; 
10) Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan 
kepada Kepala Pengadilan Agama Majene; 
11) Membayar Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Majene. 
2. Sebagaimana Darwan Prints67 berpendapat mengenai persyaratan dalam 
mengajukan permohonan pengangkatan anak, bahwa usia perkawinan 
minimal telah berlangsung selama lima tahun, akan tetapi hal ini tidak 
ditemukan dalam peraturan peurndang-undangan, termasuk hasil 
wawancara penulis terhadap hakim Pengadilan Agama Majene mengakui 
belum ada aturan secara jelas dalam menetukan jangka waktu ketika akan 
melakukan pengangkaatn anak.
68
 
3. Sebagaimana data yang ditemukan penulis bahwa perkara mengenai 
pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene, belum ada perkara yang 
diajukan dari warga Asing dan melihat yang perkara yang masuk adalah 
Warga Negara Indonesia/masyarakat Majene itu sendiri.  Namun, tetap 
melalui beberapa prosedur, sebagai berikut: 
                                                          
67
 Darwan Prints,”Hukum Anak Indonesia”, (T: Citra Aditya 2003) h. 95 
68
 Wawancara dengan panitra muda Pengadilan Agama Majene Ibunda Hj. Thahirah (14 
Februari 2015) 
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a. Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan 
pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan 
dan persyaratan sebagai berikut; 
1) Syarat dan Bentuk Surat Permohonan 
a) Sifat surat permohonan bersifat voluntair; 
b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima 
apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya 
ada ketentuan undang-undangnya; 
c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara 
lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang 
berlaku; 
d) Surat permohonan anak dapat ditandatanagni oleh kuasa 
hukumnya; 
e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. 
Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud 
mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 
Pemohon. 
b. Isi surat permohonan pengangkatan Anak 
a)  Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, 
harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat 
untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak; 
b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan 
pengangkatan anak terutrama didorong oleh motivasi untuk 
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kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, 
didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa 
calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan 
dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi 
lebih baik; 
c) Isi petitum permohonan “agar anak bernama A ditetapkan 
sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan 
permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan 
sebagai ahli waris dari si B”.   
4. Selanjutnya dalam melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama 
harus melalui prosedur yang telah ditentukan, sebagai berikut 
a. CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN 
ANAK DI PENGADILAN AGAMA 
1) Pemohon atau kuasanya denagn membawa surat permohonan 
pengangkatan anak yang telah ditanda tanagni datamg ke 
Pengadilan Agama, menghadap petugas Meja 1. 
2) Petugas Meja 1 akan melakukan pengecekan kelengkapan isi 
berkas, antara lain : 
a) Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan 
kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang telah 
ditandatangani pemohon prinsipal atau kuasanya; 
b) Fotocopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan; 
c) Salinan dokumen-dokumen surat yang dibuat di Luar 
Negri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia 
di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen 
atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka 
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dokumen tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah yang disumpah; 
d) Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu 
untuk pemohon, satu yang asli untuk arsip, tiga untuk 
majelis hakim yang akan memeriksanya. 
1)  Petugas Meja 1 yang menerima berkas, memeriksa 
kelengkapan surat-surat tersebut dengan menggunakan daftar 
periksa (check list), dan meneruskan berkas yang telah diperiksa 
dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda Permohonan. 
2) Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara 
dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa 
untuk membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga): 
1.1 Lembar pertama untuk pemohon; 
1.2 Lembar kedua untuk kasir; 
1.3 Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara. 
3) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah 
dilengkapi dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atas 
kuasanya agar membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang 
dalam SKUM kepada kasir. 
b. MEMBAYAR PANJER BIAYA PERKARA 
1) Pemohon atau kuasanya datang menghadap kasir untuk 
membayar panjer biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam 
SKUM. 
2) Kasir kemudian menandatangani dan membubuhkan cap 
setempel lunas pada SKUM itu kedalam buku jurnal keuangan 
perkara. 
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3) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor surat urut perkara 
yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas 
kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat 
permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, disamping 
cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel Nomor dan 
Tanggal perkara, seperti dibawah ini: 
Nomor   :.........../Pdt.P/..../PA..... 
Tanggal :................................... 
4) Kasir mengembaliakan berkas kepada pemohon atau kuasanya, 
dan diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam 
buku register permohonan. 
c. PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN PENGANGKATAN 
ANAK PADA BUKU REGISTER 
  Permohonan  
1) Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak 
yang telah dibayarkan panjer biaya perkaranya kepada petugas Meja II. 
2) Petugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan 
pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, 
sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf. 
3) Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan 
pengangkatan anak yang telah didaftar itu berikut SKUM lembar 
pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum 
telah selesai tugas mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan 
anak, dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari jurusita 
Pengadilan Agama; 
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4) Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu kedalam buku 
Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang 
tercantum pada SKUM atau surat permohonan; 
5) Berkas perkara permohonan pengangakatan anak kemudian dimasukkan 
kedalam Map Berkas Perkara Permohonan (biasanya dicetak khusus), 
dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua 
Pengadilan Agama, melalui panitera. 
d. PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM 
1) Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi 
diselesaikan, petugas Meja II harus sudah menyampaikan berkas 
permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, 
untuk meminta Penetapan Majelis Hakim (PMH). Berkas yang 
disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama telah dilampirkan 
formulir PMH; 
2) Majelis Hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, 
kecuali undang-undang menentukan yang lain. Ketentuan dalam 
penunjukan majelis hakim adalah sebagai berikut: 
a) Ketua Pengadilan Agama dan wakil ketua Pengadilan Agama harus 
selalu menjadi ketua majelis dalam majelis lain yang berlainan; 
b) Ketua Majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan 
Agama tersebut; 
c) Susunan Majelis Hakim disusun secara permanen dalam tenggang 
waktu tertentu, dan diroling susunanya untuk waktu yang lain; 
d) Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian 
publik, dan/atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan 
Agama dapat membentuk majelis khusus; 
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e) Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh 
seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat berjalannya 
sidang dalam Berita Acara Persidangan, dan seorang jurusita untuk 
melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi. 
f) Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu 3 
hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan 
perkara; 
g) Petugas Meja II mencatat penunujukan majelis hakim, panitera 
pengganti dan jurusita dalam register induk perkara permohonan. 
e. PENETAPAN HARI SIDANG 
1) Berkas perkara permohonan Pengangkatan anak yang telah ditetapkan 
majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang 
(PHS) segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah 
ditunjuk. 
2) Ketua majelis mempelajari berkas, dna dalam tenggang waktu 7 hari 
kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan disertai dengan 
perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan. 
f. PANGGILAN TERHADAP PEMOHON 
1) Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi 
untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita; 
2) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa 
saksi yang akan dihadirkan di persidangan, dilakukan denagn tatacara 
pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara 
permohonan. 
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g. PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERMOHONAN 
PENGANGKATAN ANAK 
1) Pemeriksaaan perkara permohonan pengangakatan anak dilakukan 
sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara 
harus sudah putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih 
waktu dari 6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan 
keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui 
ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya; 
2) Jadwal sidang di Pengadilan Agama haru dimulai dari jam 09.00 
waktu setempat; 
3) Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dimana semua 
hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda 
pada waktu yang alin; 
4) Apabila jadwal sidang yang telah ditentukan tidak dapat 
dialaksanakan karena sesuatu hal, maka sesegera mungkin hal itu 
harus diumumkan; 
5) Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan 
tetap dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan 
untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim yang 
berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh 
ketua Pengadilan Agama. Penggantian hakim  tersebut harus 
dicatat dalam berita acara persidangan; 
6) Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas 
ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan 
agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, 
maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus 
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mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 
dipersidangan. Cara ini dapat menghindari pertanyaan yang sama 
di antara hakim yang lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih 
fokus; 
7) Sebelum memasuki materi perkara, maje;is hakim berupaya 
memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua 
angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum 
pengangkatan anak; 
8) Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasanya membacakan surat 
permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan 
pengertian dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan; 
9) Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan 
mengajukan beberapa alat bukti, menghadirkan beberapa orang 
saksi, dan alat bukti lainnya; 
10) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi, dan alat 
bukti lainnya; 
11) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang 
diajukan pemohon tersebut; 
12) Majelis hakim mempersilahkan kepada pemohon untuk menyusun 
dan menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan. 
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h. BERITA ACARA PERSIDANGAN 
1) Ketua majelis bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita 
acara persidangan dan sudah menandatanganinya sebelum sidang 
berikutnya dimulai; 
2) Dalam hal ini terjadai perbedaan pendapat antara majelis hakim dan 
panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara 
persidangan, mka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis hakim; 
3) Panitera pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara 
persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi dipersidangan,  
yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa 
yang hadir, serta jalannnya pemeriksaan perkara tersebut dengan 
lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk 
ditandatangani sebelum sidang berikutnya; 
4) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah 
selesai diketik dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya; 
5) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah 
selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan 
musyawarah oleh majelis hakim yang bersangkutan. 
i. RAPAT PERMUSYAWARATAN 
1) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti 
dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu 
dan mendapat persetujuan majelis hakim; 
2) Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim 
anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim 
anggota Idan terakhir ketua majelis hakim menyampaikan pendapat 
hukumnya. Semua pendapat hukum yang dikemukakan oleh hakim 
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harus disertai landasan hukum yang kuat, baik pasal-pasal dari undang-
undang, yurisprudensi, dan pendapat ahli (doctrin); 
3) Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan ketentuan 
pasal 19 Ayat (4), (5), dan (6) UU No.4 Tahun 2004; 
4) Hasil musyawarah majelis kemudian dirumuskan dalam sebuah 
PENETAPAN. 
C. Faktor-faktor Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Majene   
Ada beberapa tujuan ataupun motivasi bagi keluarga yang akan melakukan 
pengangkatan anak. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan. 
Hal ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak 
mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak 
dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya. Terhitung pada tahun 2013 
sampai awal tahun 2015, perkara mengenai pengangkatan anak sebanyak lima, 
dan telah ditetapkan yaitu; 
1) Nomor 50/Pdt.P/2013/PA.Mj atas nama Anwar, S.Pd., MM. bin 
Badu umur 41 tahun, sebagai Pemohon I dan Hj. Iwali, S.Pd bin 
Tappu umur 44 tahun sebagai Pemohon II, akan menjadikan anak 
kandung Rabi Aliyah, melihat kondisi finansial keluarga tersebut 
sangat minim dan tidak mempunyai penghasilan tetap; 
2) Nomor 56/Pdt.P/2013/PA.Mj atas nama Sofyan, S.Sos bin Hakim 
umur 40 sebagai Pemohon I dan Lina Fitriani, S.Pd binti H. Djuhari 
Rahman umur 35 tahun sebagai Pemohon II, bahwa keduanya 
belum dikaruniai buah hati, sehingga maksud dan tujuan pemohon 
untuk mengangkat Alya Nurul Aisyah binti Aco anak kandung dari 
sepupu satukali pemohon II; 
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3) Nomor 58/Pdt.P/2013/PA.Mj atas nama Maman Nurjaman, S.Sos 
bin Deto Sudarto umur 45 tahun sebagai Pemohon I dan Rosminah, 
S.E binti Salimin umur 45 tahun sebagai Pemohon II, bahwa 
selama usia perkawinan keduanya belum dikarunia buah hati; 
4) Nomor 60/Pdt.P/2013/PA.Mj atas nama Muslim bin Mammai umur  
umur 45 tahun sebagai Pemohon I dan Nursia binti Said umur 44 
tahun sebagai Pemohon II, meski keduanya telah dikarunia seorang 
anak yang berusia 19 tahun, namun pemohon memiliki I‟tikad baik 
untuk mengangkat Alisa Fatiha binti Jumain, yang dimana bahwa 
ayah kandung dari Alisa Fatiha binti Jumain telah meninggal dunia 
dan ibunya tidak memiliki penghasilan tetap; 
5) Nomor 261/Pdt.P/2014/PA.Mj atas nama  Nurdin bin Abd. Azis 
umur 39 tahun sebagai Pemohon I dan Kasma, S.Ag binti Ladamu 
umur 41 tahun sebagai Pemohon II, bahwa selama perkawinan 
keduanya belum dikaruniai buah hati, oleh karena itu para 
pemohon memiliki I‟tikad baik untuk mengangkat Sitti Mariana 
Mutmainna binti Musa dan Ahmad Amin Julianto bin Musa karena 
sejak kecil kedua anak tersebut diasuh oleh para pihak pemohon 
dimana ibu kandungnya telah meninggal dunia, yang tidak lain 
adalah saudara kandung dari Pemohon II. 
D. Relevansi pengangkatan dan pemberdayaan anak angkat di Pengadilan 
Agama Majene dengan hukum Islam  
Relevansi pengangkatan dan pemberdayaan anak angkat di Pengadilan 
Agama Majene dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 
mengenai pengangkatan anak memiliki kaitan yang erat, yang telah diterapkan 
dan berjalan di Pengadilan Agama Majene. Meski perundang-undangan mengenai 
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pengangkatan anak belum diatur secara implisit, namun dalam memberi 
penetapan, para hakim merujuk pula pada yurisprudensi dan peraturan 
Perlindungan Anak. Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia, berlaku di Pengadilan Agama 
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam mempunyai 
kedudukan yang  kuat karena diatur /disebutkan oleh pasal 49 huruf a angka 20 
UU Nomor 3 tahun 2006 sebagai yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena 
itu  bagian dari ordonansi  tahun 1917 Nomor 129 yang tidak sesuai dengan 
hukum Islam, tidak berlaku karena bertentangan dengan ketentuan pasal 49 
tersebut. 
Selama perjalanan mengemban amanah sebagai hakim di Pengadilan 
Agama Majene, kasus pengangkatan anak masih sangat sedikit dibandingkan 
dengan kasus-kasus lainnya. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam 
mengikuti prosedur jalur hukum untuk melakukan pengangkatan anak, perlu 
diapresiasi, melihat keadaan masyarakat Majene masih kental dengan budaya adat 
istiadat. Selanjutnya dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon 
orangtua angkat, hakim Pengadilan Agama Majene belum menemukan kendala 
yang menghalangi terhambatnya penetapan pengangkatan anak angkat. Apalagi  
menyangkut kasus sengketa kewarisan yang dilakukan oleh anak angkat yang 
hanya diangkat secara kekeluargaan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan 
Agama Majene. 
Dalam melakukan penetapan pengangkatan anak angkat, hakim 
Pengadilan Agama Majene tidak serta merta langsung memberi penetapan, akan 
tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemashalatan kedepannya. 
Yaitu melihat dari kelayakan dan jaminan kehidupan bagi calon anak angkat dari 
calon orangtua angkat yang menjadi bentuk tanggung jawabnya. Sebagai 
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pertimbangan diantaranya adalah adanya jaminan pendidikan yang diberikan 
kepada calon anak angkat, bimbingan dan asaupan moril keagamaan, 
terpenuhinya kehidupan yang layak sebagaimana manusia normal pada umumnya. 
Tidak hanya itu, disamping memberikan hak kepada calon anak angkat, hakim 
Pengadilan Agama Majene juga memperhatikan dan mempertimbangkan latar 
belakang calon orangtua angkat tersebut dalam melakukan pengangkatan anak 
yakni memiliki I‟tikad yang baik, tidak hanya pada berdasar pada calon orangtua 
angkat yang belum memiliki keturunan, tapi adanya hasrat calon orangtua angkat 
untuk berbagi dan tolong menolong dalam kebaikan. Tentu dalam hal ini, telah 
relevan dengan aturan hukum Islam. 
Dan perlu diketahui pula merujuk pada hukum Islam mengenai kewarisan, 
bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan kecuali barang tersebut 
merupakan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya. Serta status nasab dalam 
penetepan pengangkatan anak angkat tetap mengikut kepada orangtua 
kandungnya.
69
 Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam hanya mengakui 
bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan 
pemeliharaan anak; dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar 
lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai 
akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut 
dengan segala akibat hukumnya. 
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Februari 2015) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari penelitian, mengenai Pengangkatan dan 
Pemberdayaan Anak Angkat dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II), sebagai berikut: 
1. Prosedur perkara mengenai pengangkatan anak  di wilayah Pengadilan 
Agama Majene kelas II dilakukan sebagaimana ketika mendaftarkan 
perkara yang menjadi kewenangan abslolute pengadilan agama. Namun 
jangka waktu dalam pengangakatn anak relative cepat dibandingkan 
dengan perkara lainnya, misalnya perkara perceraian, pembagian hak 
waris. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak merupakan hasil 
penetapan dan bukan hasil putusan hakim. Tidak ada syarat khusus, 
menentukan batas usia perkawinan bagi calon keluarga yang akan 
melakukan pengangkatan anak, akan tetapi tetap memperhatikan 
personalitas keislaman. 
2. Adapun faktor pengangkatan anak pada umumya di Pengadilan Agama 
Majene adalah dengan tidak memiliki keturunan di usia perkawinan yang 
sudah berlangsung lama dan secara spesikfiknya tidak lain adalah adanya 
rasa kasih sayang untuk membantu meringankan beban kehidupan dengan 
bantuan finansial, pendidikan, dan akhlak. 
3. Relevansi pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene adalah Bahwa 
pada penetepan oleh para hakim Pengadilan Agama Majene Kelas II sudah 
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak 
oleh para calon orangtua angkat tidak menyalahi atau bertolak belakang 
untuk melakukan i‟tikad buruk. Dimana para hakim menetapkan perkara 
71 
 
 
berlandaskan al-Qur‟an dan hadist serta merujuk pada Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), terbukti dari penetapan yang telah ada dan hasil dari 
wawancara penulis terhadap hakim dan panitera muda;. Kehidupan anak 
harus dijamin sebagaimana keputusan oleh Pengadilan Agama, dengan 
melihat latar belakang dari calon orangtua angkat. Dalam hal ini juga 
menyangkut mengenai pemberdayaan anak angkat itu sendiri, meski tidak 
ada dalil  al-Qur‟an yang menerangkan bagian warisan kepada anak 
angkat,  namun di dalam KHI dikenal dengan wasiat wajibah sehingga 
anak angkat berhak mendapatkan sebanyak 1/3 bagian. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pemerintah dan para penegak keadilan, sebaiknya lebih memperhatikan 
kembali kondisi perkembangan yang ada dimasyarkat terkhusus mengenai 
pengangkatan anak, apalagi melihat titik singgung yang ada bahwa antara 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan yang 
sama dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak. Meskipun telah 
jelas bahwa orang muslim mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama 
dan non muslim di Pengadilan Negeri, tapi hal ini kemudian yang masih 
kurang diketahui oleh masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang masih 
kental menganut pada hukum adat. Tidak hanya itu, mengenai persyaratan 
dalam pengangkatan anak masih perlu revisi untuk menegaskan dalam hal 
pengajuan syarat yang diberlakukan, melihat adanya pendapat yang 
mengatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan setelah usia perkawinan 
mencapai lima tahun, sedang ini belum diatur  dengan jelas dan tegas, 
meski keberadaan aturan ini sempat diberlakukan di Pengadilan Agama 
Majene. 
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2. Peranan atau niat baik calon orang tua angkat dalam melakukan 
pengangakatan anak, perlu mendapat apresiasi sebab dalam pengangkatan 
anak dapat meminimalisir anak-anak terlantar dan dapat menjadi wadah 
sebagai perlindungan dan pemberdayaan anak angkat. 
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